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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana persyaratan

penggunaan diskresi menurut Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan dan bagaimana prosedur
penggunaan diskresi menurut Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Persyaratan penggunaan diskresi oleh pejabat
pemerintahan yang menggunakan Diskresi
wajib memenuhi syarat sesuai dengan tujuan
diskresi yaitu melancarkan penyelenggaraan
pemerintahan; mengisi kekosongan hukum;
memberikan kepastian hukum; dan mengatasi
stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu
guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan sesuai
dengan AUPB serta berdasarkan alasan-alasan
yang objektif dan tidak menimbulkan Konflik
Kepentingan dan juga dilakukan dengan iktikad
baik. 2. Prosedur penggunaan diskresi oleh
pejabat yang menggunakan Diskresi
sebagaimana wajib menguraikan maksud,
tujuan, substansi, serta dampak administrasi
dan keuangan. Pejabat yang menggunakan
wajib menyampaikan permohonan persetujuan
secara tertulis kepada atasan pejabat. Dalam
waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas
permohonan  diterima, atasan  pejabat
menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan,
atau penolakan dan apabila atasan pejabat
melakukan penolakan, maka atasan Pejabat
tersebut harus memberikan alasan penolakan
secara tertulis.

Kata kunci: Persyaratan dan Prosedur,
Penggunaan Diskresi, Administrasi
Pemerintahan
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 2.
Undang-Undang tentang Administrasi
Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu
dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-
pihak lain yang terkait dengan Administrasi
Pemerintahan dalam upaya meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Penjelasan Atas Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
mengaktualisasikan secara khusus norma
konstitusi hubungan antara negara dan Warga
Masyarakat. Pengaturan Administrasi
Pemerintahan dalam UndangUndang ini
merupakan instrumen penting dari negara
hukum yang demokratis, dimana Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara
lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar
eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang
menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang
memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan.
Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari
sebuah negara hukum.

Penyelenggaraan kekuasaan negara harus
berpihak kepada warganya dan bukan
sebaliknya. Undang-Undang ini diperlukan
dalam rangka memberikan jaminan kepada
Warga Masyarakat yang semula sebagai objek
menjadi subjek dalam sebuah negara hukum
yang merupakan bagian dari perwujudan
kedaulatan rakyat. Kedaulatan = Warga
Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan
sendirinya baik secara keseluruhan maupun
sebagian dapat terwujud.?

Persyaratan dan prosedur penggunaan
diskresi perlu diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, karena diperlukannya
pengambilan keputusan atau tindakan yang
ditetapkan oleh pejabat pemerintahan dalam
penyelenggaraan  pemerintahan untuk
mengatasi persoalan-persoalan yang ada
apabila peraturan perundang-undangan tidak
mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.

3 Penjelasan Atas Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan.
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Diskresi sebagai salah satu sarana yang
memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau
badan-badan administrasi negara  untuk
melakukan tindankan tanpa harus terikat
sepenuhnya pada undang-undang, atau
tindakan yang dilakukan dengan
mengutamakan pencapaian tujuan
(doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum
yang berlaku (rechtmatigheid).* Diskresi berarti
kebebasan mengambil keputusan dalam setiap
situasi yang dihadapi menurut pendapatnya
sendiri.”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah persyaratan penggunaan
diskresi menurut Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan ?
2. Bagaimanakah prosedur penggunaan
diskresi menurut Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk
menyusun penulisan ini ialah metode penelitian
hukum normatif dengan menggunakan data-
data sekunder yang diperoleh dari studi
kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan-
bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
persyaratan dan prosedur penggunaan diskresi
menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Bahan hukum sekunder berupa literatur-
literatur dan karya-karya ilmiah hukum dan
bahan hukum tersier dan juga seperti kamus-
kamus umum dan kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Persyaratan Penggunaan Diskresi Menurut
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1

angka 17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah

prinsip yang digunakan sebagai acuan

4 Ibid.
5JCT., Simorangkir dkk. Kamus Hukum, Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta.2008, him. 38.

penggunaan Wewenang bagi Pejabat

Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan

dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
Persyaratan Diskresi sebagaimana dinyatakan
pada Pasal 24 Pejabat Pemerintahan yang
menggunakan Diskresi harus memenubhi syarat:
a. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2);

b. tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan;

sesuai dengan AUPB;

berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan

dilakukan dengan iktikad baik.

Penjelasan Pasal 24 huruf (d) Yang dimaksud

dengan “alasan-alasan objektif” adalah alasan-

alasan yang diambil berdasarkan fakta dan
kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional
serta berdasarkan AUPB. Huruf (f) Yang
dimaksud dengan “iktikad baik” adalah

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan

dan/atau dilakukan didasarkan atas motif

kejujuran dan berdasarkan AUPB.

Diskresi sebagai kebebasan bertindak atau
mengambil keputusan dari para pejabat
administrasi negara yang berwenang menurut
pendapat sendiri.®

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan
Nepotisme, Pasal 1 angka 6. Asas Umum
Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas
yang menjunjung tinggi norma kesusilaan,
kepatutan, dan norma hukum, untuk
mewujudkan Penyelenggara Negara vyang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Pasal 3. Asas-asas umum penyelenggaraan
negara meliputi :

Asas Kepastian Hukum;

Asas Tertib Penyelenggaraen Negara;

Asas Kepentingan Umum;

Asas Keterbukaan;

Asas Proporsionalitas;

Asas Profesionalitas; dan

-~ o a o0
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6S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, him. 82.
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7. Asas Akuntabilitas.

Untuk mencapai tujuan negara, pejabat
publik bertindak sesuai kewenangan yang
dimilikinya, termasuk dalam  melakukan
tindakan-tindakan hukum, khususnya dalam
bentuk suatu keputusan-keputusan yang
bersifat administratif sebagai salah satu
instrumen  yuridis  dalam menjalankan
pemerintahan.’

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, Undang-Undang ini menjadi
dasar  hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan di dalam upaya meningkatkan
kepemerintahan yang baik (good governance)
dan sebagai upaya untuk mencegah praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan
demikian, Undang-Undang ini harus mampu
menciptakan birokrasi yang semakin baik,
transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap
Administrasi Pemerintahan pada dasarnya
adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip
pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan
pola tindak administrasi yang demokratis,
objektif, dan profesional dalam rangka
menciptakan keadilan dan kepastian hukum.
Undang-Undang ini merupakan keseluruhan
upaya untuk mengatur kembali Keputusan
dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan AUPB.2

B. Prosedur Penggunaan Diskresi Menurut
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan
Pada hakikatnya diskresi merupakan

kebebasan bertindak  atau kebebasan
mengambil keputusan dari badan atau pejabat
administrasi pemerintahan menurut
pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari
asas legalitas manakala hukum yang berlaku
tidak mampu menyelesaikan permasalahan
tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bisa
karena peraturannya memang tidak ada atau
karena peraturan yang ada yang mengatur
tentang sesuatu hal tidak jelas.®

7Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan
Kekuasaan, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2013,
him. 28.

8 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.

9 Lutfil Ansori Diskresi Dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur
mengenai Prosedur Penggunaan Diskresi
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat:

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan
maksud, tujuan, substansi, serta dampak
administrasi dan keuangan.

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyampaikan permohonan
persetujuan secara tertulis kepada Atasan
Pejabat.

(3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
berkas permohonan diterima, Atasan
Pejabat menetapkan persetujuan,
petunjuk perbaikan, atau penolakan.

(4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan
penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus
memberikan alasan penolakan secara
tertulis.

Pasal 27 ayat:

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud,

tujuan, substansi, dan dampak administrasi
yang berpotensi mengubah pembebanan
keuangan negara.

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan pemberitahuan secara lisan
atau tertulis kepada Atasan Pejabat.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan paling lama 5
(lima) hari kerja sebelum penggunaan
Diskresi.

Pasal 28 ayat:

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud,
tujuan, substansi, dan dampak yang
ditimbulkan

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan laporan secara tertulis
kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan
Diskresi.

Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 134-150. ISSN 1693448.
him. 5.
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(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak penggunaan
Diskresi.

Pasal 29. Pejabat yang menggunakan
Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan dari
ketentuan memberitahukan kepada Warga
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan  mengaktualisasikan  secara
khusus norma konstitusi hubungan antara
negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan
Administrasi Pemerintahan dalam
UndangUndang ini merupakan instrumen
penting dari negara hukum yang demokratis, di
mana Keputusan dan/atau Tindakan vyang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya yang meliputi
lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif,
dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi
pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji
melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan
nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum.
Penyelenggaraan kekuasaan negara harus
berpihak kepada warganya dan bukan
sebaliknya. Undang-Undang ini diperlukan
dalam rangka memberikan jaminan kepada
Warga Masyarakat yang semula sebagai objek
menjadi subjek dalam sebuah negara hukum
yang merupakan bagian dari perwujudan
kedaulatan rakyat. Kedaulatan ~ Warga
Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan
sendirinya baik secara keseluruhan maupun
sebagian dapat terwujud.?

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur
mengenai Akibat Hukum Diskresi. Pasal 30 ayat:
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan
melampaui Wewenang apabila:

a. bertindak melampaui batas waktu
berlakunya Wewenang yang diberikan
oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. bertindak melampaui batas wilayah
berlakunya Wewenang yang diberikan

10 penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.

oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau c. tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27,
dan Pasal 28.

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tidak sah.

Pasal 31 ayat:

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan

mencampuradukkan wewenang apabila:

a. menggunakan Diskresi tidak sesuai
dengan  tujuan Wewenang yang
diberikan;

b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26,
Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau c.
bertentangan dengan AUPB.

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibatalkan.

Pasal 32 ayat:

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai
tindakan sewenang-wenang apabila
dikeluarkan oleh pejabat yang tidak
berwenang.

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tidak sah.

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas
untuk melakukan suatu tindakan, berarti
pemerintah tidak boleh bertindak untuk
menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik
penyelenggaraan negara modern dewasa ini,
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh
terjadi karena hal itu akan menimbulkan
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.!

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan
yang sesuai dengan kehendak rakyat yang
diwakilinya. DPRD harus dapat memperhatikan
kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan
dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik
karena jumlah rakyat yang sangat besar,
maupun karena rakyat terdiri dari berbagai
lapisan yang masing-masing mempunyai
kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi atau
kepentingan rakyat dapat berwujud material
seperti sandang, pangan, perumahan,
kesehatan dan sebagainya maupun bersifat
spiritual  seperti  pendidikan, kebebasan,

1 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan
Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,
Erlangga, Jakarta. 2010, him. 36.
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keadilan, keagamaan dan sebagainya. Kadang-
kadang keinginan tersebut saling bertentangan
satu sama lain!? Kepentingan rakyat tersebut
akan dapat diselenggarakan dengan baik,
apabila wakil rakyat itu mengetahui aspirasi
mereka yang diwakilinya dan kemudian
memiliki kemampuan untuk merumuskan
secara jelas dan umum serta menentukan cara-
cara pelaksanannya.®

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, Tugas pemerintahan untuk
mewujudkan tujuan negara sebagaimana
dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tugas tersebut merupakan tugas yang
sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas
Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan
peraturan yang dapat mengarahkan
penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih
sesuai dengan harapan dan kebutuhan
masyarakat (citizen friendly), guna memberikan
landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan
tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan
tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang
yang disebut Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan
memberikan pelindungan kepada Warga
Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan
tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh
suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27
ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan
Pasal 28 | ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga
Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan
subjek yang aktif terlibat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka memberikan  jaminan
pelindungan kepada setiap Warga Masyarakat,
maka Undang-Undang ini memungkinkan
Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan
banding terhadap Keputusan dan/atau

12)osef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara
Republik Indonesia (ldentifikasi Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Edisi
1. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007, him.79

13 Ibid, him. 79.
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Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau Atasan Pejabat vyang
bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat
mengajukan gugatan terhadap Keputusan
dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha
Negara, karena Undang-Undang ini merupakan
hukum materiil dari sistem Peradilan Tata
Usaha Negara.l

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan,
menyatakan adanya larangan penyalahgunaan
wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 17
ayat:
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dilarang menyalahgunakan Wewenang.
(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui wewenang;

b. larangan mencampuradukkan wewenang;

dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Larang; melarang; memerintahkan supaya
tidak melakukan sesuatu; tidak
memperbolehkan berbuat sesuatu.’®

Penyalahgunaan hak (misbruik van recht,
abus de droit) terjadi apabila seseorang
mempergunakan haknya secara tidak sesuai
dengan tujuannya atau dengan kata lain,
bertentangan dengan tujuan
kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk
melindungi kepentingan-kepentingan
masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa
suatu kepentingan vyang wajar, dipandang
sebagai penggunaan hukum yang melampaui
batas atau menyalahgunakan hukum atau
hak.1®

Kebebasan bertindak atas dasar diskresi
yang dilakukan oleh Badan/Pejabat administrasi
pemerintahan bukan tanpa batas. Kebebasan
tersebut dibatasi oleh Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga
diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan
wewenang. Tetapi apabila terjadi
penyimpangan hukum atas keputusan diskresi
tersebut yang mengakibatkan kerugian pada
masyarakat, maka keputusan diskresi tersebut

14 penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.

15 Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit, him. 242.

16Said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar llmu Hukum,
cetakan Il, Total Media, Yogyakarta, 2011.him. 143-144.
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tetap harus dipertanggungjawabkan. Hal ini
sesuai dengan prinsip “geen bevoegdheid
zonder verantwoordenlijkheid” yakni tidak ada
kewenangan tanpa pertanggung jawaban.’

Persyaratan dan prosedur penggunaan
diskresi menurut diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan untuk memberikan kepastian
hukum mengenai pengambilan keputusan
dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk
mengatasi persoalan konkret yang dihadapi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam
hal peraturan perundangundangan vyang
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya
stagnasi pemerintahan.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Persyaratan penggunaan diskresi oleh
pejabat pemerintahan yang
menggunakan Diskresi wajib memenuhi
syarat sesuai dengan tujuan diskresi yaitu
melancarkan penyelenggaraan
pemerintahan; mengisi  kekosongan
hukum; memberikan kepastian hukum;
dan mengatasi stagnasi pemerintahan
dalam keadaan tertentu guna
kemanfaatan dan kepentingan umum.
Diskresi tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan dan sesuai dengan AUPB serta
berdasarkan alasan-alasan yang objektif
dan  tidak menimbulkan Konflik
Kepentingan dan juga dilakukan dengan
iktikad baik.

2. Prosedur penggunaan diskresi oleh
pejabat yang menggunakan Diskresi
sebagaimana wajib menguraikan
maksud, tujuan, substansi, serta dampak
administrasi dan keuangan. Pejabat yang
menggunakan  wajib  menyampaikan
permohonan persetujuan secara tertulis
kepada atasan pejabat. Dalam waktu 5
(lima) hari kerja setelah berkas
permohonan diterima, atasan pejabat
menetapkan  persetujuan,  petunjuk
perbaikan, atau penolakan dan apabila
atasan pejabat melakukan penolakan,

7Ridwan, Op.Cit, him. 51.

maka atasan Pejabat tersebut harus
memberikan alasan penolakan secara
tertulis.

B. Saran

1. Dalam hal penggunaan diskresi yang
menimbulkan keresahan masyarakat,
keadaan darurat, mendesak dan/atau
terjadi bencana alam, pejabat
pemerintahan wajib memberitahukan
kepada atasan  pejabat  sebelum
penggunaan diskresi dan melaporkan
kepada atasan pejabat setelah
penggunaan diskresi.

2. Prosedur penggunaan diskresi tidak
dilakukan melampaui melampaui batas
waktu berlakunya wewenang yang
diberikan dan melampaui batas wilayah
berlakunya wewenang yang diberikan
oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.  Akibat hukum dari
penggunaan Diskresi tersebut akan
menjadi tidak sah.
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